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POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN 

& KEAMANAN

Kondisi yang harus 

dihadirkan/tercipta 

untuk menghasilkan 

Pembangunan 

Nasional.*

“Lemahnya Keamanan 

Nasional akan menjadi 

beban transaksi terhadap 

pembangunan, baik dari sisi 

waktu, risiko, dan biaya.”**

EKONOMI KEWILAYAHAN

Mewujudkan 

masyarakat 

Indonesia 

yang mandiri, 

maju, adil, 

dan makmur

Kondisi Perlu Pembangunan

*Brennan, Andrew, (2017) Necessary and Sufficient Conditions. **Zingel, Wolfgang (2014) National Security and Economic Development: Securing Development–Developing Security 2



KERANGKA PEMBANGUNAN

POLITIK, HUKUM PERTAHANAN DAN KEAMANAN
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Koridor Hukum

Pertahanan dan Keamanan
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Koridor Hukum

Komitmen Global
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ISU STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, 

BIDANG POLHUKHANKAM
- Pulau Kalimantan -



Isu Strategis
POLITIK DALAM NEGERI
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Kalimantan Utara:
1. Indeks Demokrasi Indonesia (2018): 81, 07
2. Indeks Kerawanan Pemilu (2019): 50,52
3. Indeks Kemerdekaan Pers (2018): 80,35

Kalimantan Timur
1. Indeks Demokrasi Indonesia (2018): 73,88
2. Indeks Kerawanan Pemilu (2019):  49,69
3. Indeks Kemerdekaan Pers (2018): 74,18

Kalimantan Tengah:
1. Indeks Demokrasi Indonesia (2018):  71,27
2. Indeks Kerawanan Pemilu (2019): 46,98
3. Indeks Kemerdekaan Pers (2018): 80,14

Kalimantan Selatan:
1. Indeks Demokrasi Indonesia (2018): 79,92
2. Indeks Kerawanan Pemilu (2019): 48,06
3. Indeks Kemerdekaan Pers (2018): 75,36

Kalimantan Barat:
1. Indeks Demokrasi Indonesia (2018): 76,14
2. Indeks Kerawanan Pemilu (2019): 48,08
3. Indeks Kemerdekaan Pers (2018): 75,03



Isu Strategis
POLITIK LUAR NEGERI
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Kalimantan Barat:
1. Jumlah Pekerja Migran Indonesia: 688 

orang
2. Perjanjian Internasional: 51 treaties
3. Masih berlanjutnya perundingan batas 

negara

Kalimantan Selatan:
1. Jumlah Pekerja Migran Indonesia: 

376 orang
2. Perjanjian Internasional: 77 treaties

Kalimantan Tengah:
1. Jumlah Pekerja Migran Indonesia: 19 

orang
2. Perjanjian Internasional: 52 treaties

Kalimantan Timur:
1. Jumlah Pekerja Migran Indonesia: 105 orang
2. Perjanjian Internasional: 57 treaties
3. Masih berlanjutnya perundingan batas negara

Kalimantan Utara:
1. Perjanjian Internasional: 26 treaties
2. Masih berlanjutnya perundingan 

batas negara

Kerjasama

BIMP-EAGA



Isu Strategis
H U K U M
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Kalimantan Utara:
1. Tingkat Kepatuhan LHKPN tertinggi se-Kalimantan 97%
2. Terdapat laporan 4 gratifikasi 
3. Belum adanya Organisasi Bantuan Hukum di Kalimantan Utara

Kalimantan Timur
1. Overcrowding penghuni Lapas dan Rutan 353%
2. Jumlah Tindak Pidana Korupsi 17 kasus dan 47 Laporan Gratifikasi 
3. Terdapat 17 Organisasi Bantuan Hukum
4. Jumlah Anak berhadapan dengan hukum sebesar 142 anak 
5. TPPO tertinggi tahun 2017 – 7 kasus

Kalimantan Tengah:
1. Overcrowding penghuni Lapas dan Rutan 181%
2. Jumlah perkara kehutanan tertinggi s/d pertengahan 2019: 

22 kasus
3. Terdapat 6 Organisasi Bantuan Hukum
4. Jumlah Anak berhadapan dengan hukum sebesar 35 anak
5. Terdapat laporan 4 gratifikasi 

Kalimantan Selatan:
1. Overcrowding penghuni Lapas dan Rutan 266%
2. Jumlah Tindak Pidana Korupsi 10 kasus dan 8 Laporan Gratifikasi 
3. Jumlah Anak berhadapan dengan hukum sebesar 88 anak
4. Terdapat laporan 8 gratifikasi 
5. Terdapat 2 Organisasi Bantuan Hukum

Kalimantan Barat:
1. Overcrowding penghuni Lapas dan Rutan 217%
2. Terdapat 5 Organisasi Bantuan Hukum
3. Jumlah Anak berhadapan dengan hukum sebesar 89 anak
4. Terdapat laporan 18 gratifikasi



Isu Strategis
APARATUR NEGARA
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Kalimantan Utara

1. Indeks RB        6. Audit kearsipan : Buruk

2. Sistem Merit : Kurang       7. Zona Kepatuhan : Hijau

3. Maturitas SPIP : - (Belum mencapai Level 3)

4. Skor SAKIP : B

5. Opini BPK : WTP

Kalimantan Barat:
1. Indeks RB : B                       6. Audit kearsipan : Baik

2. Sistem Merit : Kurang 7. Zona kepatuhan : kuning

3. Maturitas SPIP : Level 3

4. Skor SAKIP : B

5. Opini BPK : WTP

Kalimantan Timur
1. Indeks RB : B 6. Audit kearsipan : Baik

2. Sistem Merit : Kurang 7. Zona kepatuhan : hijau

3. Maturitas SPIP : Level 3

4. Skor SAKIP : BB

5. Opini BPK : WTP

Kalimantan Tengah:
1. Indeks RB : CC                       6. Audit kearsipan : Buruk

2. Sistem Merit : Buruk 7. Zona Kepatuhan : Hijau

3. Maturitas SPIP : - (Belum lv 3)

4. Skor SAKIP : B

5. Opini BPK : WTP

Kalimantan Selatan:
1. Indeks RB : B 7. Zona kepatuhan : hijau

2. Sistem Merit : Kurang

3. Maturitas SPIP : Level 3

4. Skor SAKIP : A

5. Opini BPK : WTP

6. Audit Kearsipan : Cukup



Isu Strategis
PERTAHANAN DAN KEAMANAN
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Kalimantan Utara:
1. Prevalensi penyalahgunaan narkotika: 1,07% (peringkat ke-33 di Indonesia).
2. Termasuk dalam 12 daerah zona merah tindakan terorisme pada tahun 2016.  
3. Jalur Penyelundupan Narkoba dari Malaysia terutama di Perairan Tanjung Selor
4. Berbatasan langsung dengan malaysia dan Filipina selatan serta termasuk dalam 

12 daerah zona merah tindakan terorisme pada tahun 2016.  

Kalimantan Timur
1. Prevalensi penyalahgunaan narkotika: 2,12% (peringkat ke-

3 di Indonesia).
2. Crime rate: 214 orang/100.000 penduduk.
3. Lokasi yang aman untuk persembunyian teroris dan masuk 

dalam 12 daerah zona merah tindakan terorisme pada 
tahun 2016

4. Masih banyak blindspot, sebagai peluang aktivitas ilegal

Kalimantan Tengah:
1. Prevalensi penyalahgunaan narkotika: 1,98% (peringkat ke-5 

di Indonesia).
2. Crime rate: 104 orang/100.000 penduduk.

Kalimantan Selatan:
1. Prevalensi penyalahgunaan narkotika: 1,97% (peringkat ke-

6 di Indonesia).
2. Sebagai daerah pilot project pembentukan CERT (Computer 

Incident Response Team).
3. Crime rate: 160 orang/100.000 penduduk.

Kalimantan Barat:
1. Masih adanya potensi konflik sosial kesukuan serta potensi konflik kepemilikan  lahan antar 

pemilik perkebunan kelapa sawit.
2. Masih banyak blindspot, sebagai peluang aktivitas ilegal (e.g penyelundupan manusia).
3. Budidaya tumbuhan Kratom yang mampu memicu kecanduan. 
4. Prevalensi penyalahgunaan narkotika: 1,57% (peringkat ke-26 di Indonesia).
5. Crime rate: 122 orang/100.000 penduduk.
6. IUU Fishing di perairan barat kalimantan



Arah Kebijakan dan Strategi

Memperkuat
Stabilitas

Polhukhankam dan 
Transformasi

Pelayanan Publik

1

Konsolidasi Demokrasi

Penegakan Hukum Nasional

Optimalisasi Kebijakan Luar NegeriMenjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Reformasi Kelembagaan Birokrasi

2

34

5

10

2.1

2.2

Memperkuat Kerjasama

Pembangunan Internasional

Memperkuat Integritas

Wilayah NKRI dan 

Perlindungan WNI di Luar

Negeri

1.1

1.2

1.3

Penataan Lembaga Demokrasi

Penguatan Hak-Hak Politik dan 

Kebebasan Sipil

Peningkatan Kualitas Komunikasi

Publik

3.1

3.2

3.3

3.4

Penataan Regulasi

Perbaikan Sistem Peradilan

Penguatan Sistem Anti Korupsi

Peningkatan Akses terhadap

Keadilan

5.1

5.2
Penguatan Kemampuan

Pertahanan

Penguatan Keamanan Dalam Negeri 

5.3

5.4

5.5

Penguatan Keamanan Laut

Peningkatan Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat 

Penguatan Ketahanan dan 

Keamanan Siber

4.1

4.2

4.3

4.4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan 

Pengawasan

Penataan Kelembagaan Berbasis 

Prioritas Pembangunan Nasional

Penguatan Implementasi Manajemen

ASN

Perluasan Inovasi dalam Pelayanan

Publik



Major Project



APBN 1. Meningkatkan kemampuan dalam

menghadapi serangan siber

2. Integrasi penanggulangan

serangan siber

3. Sebagai pusat informasi terpadu

dan menyediakan data real time

kejadian serangan siber

BSSN, Kemhan, BIN,  Polri, 

Kominfo, Kemenkumham, 

BPPT, K/L, Pemprov, BUMN
Rp8,18 triliun 

Penguatan 
Keamanan 

Siber 

Perkiraan Alokasi

Sumber Pendanaan
Manfaat Proyek

Pelaksana

Major Project
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